
BI'PATI PTIRWORF^'O
PROVIIISI JAWA TEilGAH

PERATURAN BUPATI PURWORE'O
NOMOR 9'TAHUN 2'2,I

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KER,JA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN PURWORE'O

DENGAN RAHMAT TUTIAN YANG MA}IA ESA

Menimbang

BUPATI PURWOREJO,

bahwa untllk melaksanakan ketentual Pasal 10
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susr.nan Organisasi, Ttrgas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Perpustal€an dan Kearsipan Kabupaten
Purworejo.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undarg Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungar Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undarg Nomor 23 Talun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembara-n Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran NeBara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
teralhir dengan Undang-Undalg Nomor I I Tahun
2O2O Le allg Cipta Kerja (Lembaraa Negara
Repubtik Tahun 2O2O Nomor 245, Tamba}Iajl
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor
6573)i

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16
tentang Perangkat Daerah (l,€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana teLah diubah dengal
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Peratulan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Irmbarar Negara Republik lndonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2OL9 tentarg Klasihkasi, Kodefrkasi darr
Nomenklatur Perenc€raa-n PembaIlgunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
"fahv'] 2O2! tentang Pembentukan dan Susunan
Pera-ngkat Daerah Kabupaten Pu.worejo (l,embaran
Daeral Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4
Seri D Nomor l, Tambalan [,embaran Daera]r
Kabupaten Purworejo Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER.IA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PURWORE^IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa.l 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yalg dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahar Daerah adalah menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dal Dewan Perwakilal
Rakyat Daerah menurut asas otonomi daII tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daera} adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin melal<sarlal<arl Urusal
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Perpustakaan darl Kearsipafl, yarg selarjutnya disebut

DINPUSIP, adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsiparr Kabupaten
Purworejo.

6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Kepala DINPUSIP
Kabupaten Purworejo adalan Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Purworejo,

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINPUSIP.
8. Sekretaris Dinas Perpustakaal dan Kearsipaa yarg selanjutnya

disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perpustalaan darr
Kearsipan Kabupaten Purworejo.
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9. Kepala Bidang adalah Kepa.la Bidang pada DINPUSIP.
10. Kepala Subbagiar adalah Kepala Subbagian pada DINPUSIP.
1 1. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan

tugas dar fungsi koordinasi serta pengeloLaan kegiatan s€suai
bidang tugasnya dalam suatu satuarr kerja sebagairnala diatur
dalam peraturan perundalg-undangan tentang organisasi dan tata
kerja instansi.

12. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan Perjsnjian Keda yang bekerja pada
instansi pemerintah.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatar yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsiona.l yang
berdasarkan pada keallial dan keterampilan tertentu.

14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAE} II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(f) DINPUSIP berkedudukaa di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati mela-tui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

(2) DINPUSIP dipimpin oleh Kepala DINPUSIP

Bagian Kedua
T\rgas

Pasal 3

DINPUSIP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang sesuai
dengan kewenalgan daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakar tugas sebagaimana dima-ksud da.lam Pasal 3,
DINPUSIP menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebljakan teknis bidaig perpustakaan dan kearsipar;
b. pelaksanaan kebijaka-n teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
c. pelaksalaan evaluasi dan pelapora-n bidang perpustakaal dan

kearsipan;
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d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan DINPUSIP; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yarg diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagiar Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi DINPUSP, terdiri dari
a. Kepala DINPUSIP;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perpustakaan ;
d. Bidang Kearsipan; dan
e. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Orgalisasi DINPUSIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercartum dalam Lampirar yang merupakan bagian tidak
terpisahkar dari Peraturan Bupati ini.

Bagial Kedua
Kepala DINPUSIP

Pasal 6

Kepa.la DINPUSIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
a mempunyai tugas memirnpin p€laksanaan tugas dan fungsi
DINPUSIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekrctariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala DINPUSIP.

(2) Sekrctariat dipimpin oleh Sekretaris

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melalsarakan koordinasi dalam
menyiapkan perumusan kebijakan teknis dar menyelenggaral€n tugas
bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit
organisasi di lingkungan DINPUSP.
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Pasal 9

Dalam meLaksanalan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sek.retariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyiapan perumusar kebijakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaJaan tugas bidang secara terpadu;
c. pengoordinasial penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi perencalaan dan keualgan;
d. pengoordinasial penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian;dan
e. pelaksaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

DINPUSIP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

(1) Susunan orgalisasi Sekretariat terdiri dari:
a. Subbagial Umum dan Kepegawaian; dar
b. Jabatan Fungsiona.l.

(2) Subbagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin
oleh Kepala Subbagiar yang hrada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.

(3) Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
mempakan Pejabat Fungsional yang bertugas melaksanakan
koordinasi serta pengelolaar kegiatan urusan Perencanaan dar
Keuangan melalui penetapan sebagai Subkoordinator Perencanaal
dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dtabat oleh
Pejabat F\.rngsional dengan jenjang sekurnag-kurangnya al i muda
atau pelaksana senior yang dituljuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pela](sarlaan tugas dan pengelolaan
kegiatar sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator,

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaial mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melal<sanal<an kebijakan teknis, melayani dan
mengendalikan administrasi bidang keuangan dan kepegawaian, yang
meliputi :

a. menyelenggarakan administrasi bararg milik daerah;
b. menyelenggarakan administrasi umum;
c. menyelenggarakan pengadaaan barang milik daerah;
d. menyedialar jasa penunjarg urusan;
e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
g. melaksanakan nrgas kedinasaa lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai tugas jabatannya.
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Pasal 12

Subkoordinator Perencanaan dan Keuargar mempunyai tugas
menyiapkan ba.l.an perumusal darr melaksanakan kebijakan teknis,
melayani dan mengendalikan administrasi bidalg perencalaan darr
Keuangan, yaIrg meliputi :

a.menyelenggaralan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
kine{a;

b. menJrusun perjanjian kineda;
c. menyelenggaiakar administrasi keuangan; dan
d. melaksanaksn tugas kedinasal lain yang diberikm oleh Sekretaris

sesuai denga-n tugas jabatannya.

Bagiar Keempat
Bidang Perpustakaan

Pasal 13

(1) Bidang Perpustakaan berkedudukan di bawah dan bertanggr:ng
jawab kepada Kepala DINPUSIP.

(2) Bidang Perpustakaan sebagaimara dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Perpustalaan mempunyai tugas menyiapkan ba.l.art perumusan
kebijalan teknis, melakaaakaa koordinasi, membina dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan perpustakaan,
pembudayaal dan pengembangan gemar membaca serta pelestarian
koleksi nasional darr naskah kuno.

Pasal 15

Da-lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan

pengendatian pelaksanaan tugas bidarg pengelolaan perpustakaan;
b. penyiapan perumusan kebijakal teknis, koordinasi, pembinaal dan

pengendalian pelal<sanaan tugas bidang pembudayaal dafi
pengembalgal gemar me mbaca;

c. penyiapalr perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengendalia-n pelaksanaan tugas bidang pelestarian koleksi
nasional dan naskah kuno; dan

d, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KePala
DINPUSIP sesuai dengarr tugas dan fungsi.

Pasal 16

(1) Susunan Orgalisasi Bidang Perpustakaan sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsiona.l.

6

$:
7
ft IE

o

v t11 n,v2
f, f (

5 6Iil

6
This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Pengelolaan Perpustakaan;
b. Subkoordinator Pembudayaan dal Pengembangan Gemar

Membaca; dal
c. Subkoordinator Pelestarian Koleksi Nasiona-l Dar Naskah Kuno.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsiona-l dengan jenjalg sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikal tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengar tugas masing-masing,

Pasal 17

Subkoordinator Pengelolaan Perpustalaan mempunyai tugas
menyiapkan bahan pemmusal dan melaksanakan kebijakan teknis
serta melakukar pembinaan bidang pengelolaan perpustakaan yang
meliputi:
a. melaksanakan kegiatar pengelolaar perpustakaan tingkat daerah

yarlg meliputi :

1. mengembangkan dan memelihara layanan perpusta-kaan
elektronik;

2. mengembangkan perpustakaan di Lingkat daera-h;
3. mengembangkan kekhasa-n koleksi perpustalaan daerah;
4. membina perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di

seluruh wilayah daerah sesuai dengan standar nasional
perpustakaal;

5. membina perpustakaan khusus tingkat daerah;
6. meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan

tingkat daerah;
7. mengembangkan layanan perpustal<aan rujukar tingkat daerah;
8. mengembangkan bahal pustaka;
9. mengelola dan mengembangkan bahar pustaka; dan
10. menJrusun data dar informasi perpustakaan tenaga

prerpustakaan dan pustakawab tingkat daerah.
b. melaksanakal tugas kedinasan lain yarlg diberikan oleh Kepala

Bidang Perpustakaan sesuai dengar tugas jabatannya.

Pasal 18

(2) Jabatan Fungsiona.l sebagaimara dimaksud pada ayat (1), dalarn
meLaksanakaa tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Perpustakaan, melalui penetapan sebagai
Subkoordinator sesuai dengal ruang lingkup tugasnya darl
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perpustakaan.

Subkoordinator Pembudayaan dan Pengembangan Gemar Membaca
mempunyai tugas menyiapkal bahan pen-rmusan dan meLaksanakan
kebijakan telmis serta melakukarl pembinaan bidang pembudayaan
dan pengembangan gemar membaca , yang meliputi:
a. menyelenggarakan p€mbudayaan gemar membaca tingkat daerah,

yang meliputi :

7

T 'fl
,+ P

/L f5 6
v h fui6 d f (

{
This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


1, menyelenggarakan sosialisasi budaya baca dan literasi pada
satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta
masyarakat;

2, memba-ngun dan memelihara sarana perpustakaan di tempat-
tempat umum yarg menjadi kewenangan daerah;

3.menyelenggarakan pemberian penghargaan gerakan budaya
gemar membaca;

4. mengembangkan literasi berbasis inklusi sosial; darr
5. menyelenggarakan pemilihan duta baca tingkat daerah.

b. melalsanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perpustalaan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Pelestarian Koleksi Nasional dar Naskah Kuno
mempunyai tugas menyiapkan bahan perunusan dal mela-ksalakal
kebijalal teknis serta melakukan pembinaan bidang Srelestarian
koleksi nasional dan naskah kuno, yang meliputi:
a. melaksanakaJo kegiatan pelestarial naskah kuno milik daerah yang

meliputi :

1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyirnpanan,
perawatar, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno; darl

2. mengembangkan, pengolahal dan mengalihme dia-karr naskah
kuno yang dirniliki oleh masyara-kat untuk dilestarikan dan
didayagunalan.

b. melaksanakan kegiatan pengembangan koteksi budaya etnis
nusaltara yang ditemukan oleh pemeriltah daerah yang meliputi :

1. menyeleksi dan mengadakal koleksi budaya etnis nusqntaia;
dan

2. mengolah dan menyiangi koleksi budaya etnis nusantara.
c. melaksanakan hrgas kedinasan lain yang diberikall oleh Kepa.la

Bidang Perpustakaan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagiar Kelima
Bidang Kearsipan

Pasal 20

(1) Bidang Kearsipan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala DINPUSIP.

(2) Bidang Kearsipan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Bidang Kearsipan.

Pasal 21

Bidang Kearsipan mempunyai tugas menyiapkal bahan perumusan
kebijakan teknis, melakanakan koordinasi, membina dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan arsip dinamis,
p€rlindunga! dan penyelamatan arsip, serta pengelolaan arsip statis
dart layanan perizinal.
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Pasal22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21,
Bida-ng Kearsipal menyelenggara-kan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan

pengendaliaa pelalsanaan tugas bidang pengelolaan arsip dinamis;
b. penlapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pelaksaraan tugas bidang perlindungan dan
penyelamatan arsip;

c. penyiapan perurnusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian pelaksarlaan tugas bidang pengeloLaan arsip statis
dan layalal perizinar; dal

d. pelaksanaan tugas kedirasan lain yang diberikar oleh Kepala
DINPUSIP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasa.l 23

(1) Susunan Orga-nisasi Bidarg Kearsipan sebagaimarra dimaksud
dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Kearsipan, melalui penetapan sebagai
Subkoordinator sesuai dengal ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kearsipan.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Pengelolaaa Arsip Dinamis;
b. Subkoordinator Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; dan
c, Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis dan Layanan Perizinan

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diiabat oleh
Pejabat F\rngsional dengan jenjang sekuralg-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tamba-han mengoordinasikan pelalsanaan tugas dan pengelolaart
kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 24

Subkoordinator Pengelolaan ArsiP Dinamis mempunyar tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melal<sanakan kebijakan teknis
serta melakukan pembinaan bidang pengelolaan alsip dinamis, yang
meliputi;
a. melaksanakan pembinaan pengelolaan arsip dinamis daerah, ya-ng

meliputi:
1. m;bksanakan pembinaan penciptaan, penggunaan dan

pemeliharaal arsip dinamis;
2. hehksanakan pembinaan penlrusutan aisip dinamis; dan
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3. melaksanaka:r pengawassn arsip dinamis kewenangan
kabupaten;

b. meLaksanalcan kegiatqn pengelolaan simpul jaringan informasi
kearsipal nasional tingkat daerah yalg meliputi :

1. menyediakan informasi, akses dal laya-nan kearsipa:r tingkat
daerah melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
dan

2. memberdayakan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan
daerah.

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yalg diberikan oleh Kepala
Bidang Kearsipan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 25

Subkoordinator Perlindungan dan Penyelamatan Arsip mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksalakan kebljakan
teknis serta melakukal pembinaar bidang perlindungar dan
penyeLamatal arsip, yang meliputi:
a. melaksanakan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah

yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang
metputi :

1. melaksanakan penilaian, penetapan dan pelaksanaal
pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekura-ng-kuralgnya 10
(sepuluh) tahun; dan

2. meLaksanal<al pemusnahan arsip yang memiliki retensi
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

b. melaksanakan perlindungar dar penyelamatan arsip akibat
bencala yang berskala kabupaten yang meliputi :

1. melaksanakan evakuasi dan identihkasi arsip akibat bencana;
dan

2. melaksanakan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat
bencana.

c. melaksanakan kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah yang
digabung dan/atau dibubarkan, darl pemekaran daerah kecamatan
dan desa/kelurahan yang meliputi :

l.mela}sanakan pembinaal/ pendampingaa dalam pendataan,
penlrusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau
pemusnalan arsip bagi penggabungan perangkat daerah;

2.melaksanakan pembinaan/ pendampingan dalarn pendataal,
penyusunan daftar dan penilaiar serta penyerahan atau
pemusnalran arsip bagi pembubaran perargkat daerah;

3. melaksanakaJr penyelamatan arsip bagi pemekaran daerah
kecamatar; da-n

4. melaksanakan penyelamatan arsip bagr pemekaran
desa/keturahan;

d. mela}sanakan kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih
media daeralt yang meliputi :

1. meniLai dan menetapkan autentisitas aJsip statis sesuai
persyaratan penjaminan keabsahan arsip; dan
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2. menilai dan menetapkal hasil alih media sesuai persyaratan
penjaminan keabsalan arsip.

e. melal(sanakan kegiatan pencanian arsip statis daerah ya.ng
dinyatakan hilang yang meliputi :

1. menetapkan dar mengumumkan daftar pencarian arsip (DPA).
2. menilai darl menetapkan autentisitas arsip statis yang

dinyatakan hilan$ dan
3. mengevaluasi dan menetapkan hasil alih media arsip statis yang

dinyatakan hilan$ darr
f. melaksalakan tugas kedinasal lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Kearsipan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 26

Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis dan Layallarl Perizinan
mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
darl melalsanakan kebijakan teknis serta melakuka, pembinaan
bidang pengelolaan arsip statis dan layanan perizinan, yang meliputi:
a melaksanakal kegiatan pengelolaar arsip statis daerah yang

meliputi :

1. melaksanakan pembinaan pengumpulan dan penyampaian
salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada Arsip Nasiona.l
Republik Indonesia (ANRI); dan

2. melaksanakan akusisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip
staLis.

b melaksarakan kegiatan pelayanan izin penggunaan arsip yang
bersifat tertutup di daerah yarrg meliputi :

1. menlrusun dan menetapkan Standar Operasi Pelayalan (SOP)

prenggunaan arsip yang bersifat tertutup; dan
2. menyediakan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang

bersifat tertutup.
c melaksanakal tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepa.la

Bidang Kearsipan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional

PavJ 27

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai Pelaksara teknis
fungsional pada DINPUSIP.

(2) Pejabat Fr:ngsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

b€rkedudukar di bawah dan bertanggung jawab secaia langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
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(3) Kedudukar Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalaln peta jabatan berdasarkan analisis tugas dar
fungsi unit kerja, ana.lisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undargan.

(4) Jenis dan jenjartg Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), diatur sesuai ketentuan peraturan FErundang-undalgar.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangal.

Pasal 28

Jabatar Fungsiona-l mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuafl peratural
pemndang-undangar.

BAB TV

TATA KER.IA

Pasal 29

Kepala DINPUSIP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, dal:r Jabatan Fungsional dalaln melal<sanakan
tugasnya berdasarkar ketentuan peraturan pemndang-undangan yang
bertaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasa.l 3O

Kepala DINPUSIP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, dan Jabatan Fungsional dalam melal<sanakan
tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi
perencanaan, pengorgalisasian, pelaksalaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 3l

Dalam metaksanakan tugas, KePala DINPUSIP, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Jabatanr Fungsional
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara
vertikal maupun }roiz/Jntal baik ke dalam maupun antar satuan
organisasi dalam iingkungal Pemerintah Daerah serta instansi lain
sesuai dengan tugas masing-masing.
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(2) lkpala DINPUSIP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, darl Jabatan F\ngsional wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dar bertanggung jawab pada atasan
masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat disampaikan kepada unit kerja/ satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kefa.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINPUSIP, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepa.la Subbagian, Subkoordinator, daJI Jabatan
Fungsional dari bawahan dapat diolah dan dipergunalan sebagai
bahan pen5nrsunar laporan lebih lanjut dan d[jadikan bahan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangal.

Pasal 34

(1) Kepala DINPUSP, Sekretaris, Kepala Bidaag, Kepala Subbagian,
Subkoordinator bertanggung jawab dalam memimpin,
mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-
petunjuk bagi Felalsanaan tugas bawahan masing-masing.

Kepala DINPUSIP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan
oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 35

(1) DINPUSIP wajib menSmsun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatar dan analisis
beba-n ke{a.

Pasal 32

(2) Pen,'rlsunan kebutuhan jumtah dan jenis jabar^1 aparatur sipil' .regira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
jangka wa-Itu 5 (lima) tahun yang dipe rinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 68 Tahun 2021 tentaing Kedudukan, Susunarr
Organisasi, Ttrgas dan Fungsi serta Tata Keda Dinas Kealsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo 68 Talun 2021 Seri D Nomor Seri 15), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturar Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Jan]uari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatarnya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada talggal '24 Scptrb.r 2a21

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 96pt.ob.! 2t21
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